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TENTANG

PAJAK PARKIR

maka perlu mengatur
J Pajak Parkir..

ﬂ
; Ladang Nogior. 16| Tah

9 0 tentang pembentukan
l"'*rui*l(y!f ’Ljﬁ"t'« }*_ZIJ__!}_M !‘i" .f

ngan Propinsi Jawa Timur,
: 0 m_u.q-'i*muuj ;"Kota Istimewa Yogyakarta
(Hlmpunan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950);

Undang- undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian
Sengketa Pajak ( Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1997

Nomor 40 Tambahan Lemibaran Negara Republik Indonesia Nomor
3684);

Undang-undang Nomor I8 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah ( Lembaran Negara Repubiik Indonesia Tahun
1997 Nomor 41 tambahan Lembaran Negara Nomor 3685 );
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Undang-undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak
dengan Surat Paksa ( Lembaran Negara Indonesia Tahun 1997

Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik’ Indonesia
Nomor 3686 );

Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan
Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor -

60 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3839);

Undang-undang Nomor 25 Tahun. |

999 tentang Perimbangan

Republik Indonesxa
Negara Republ k i

N UNL 55 “ LA
Peraturan Pgmel U ]
Pembentukan Hm!lbu,u Fﬁﬁ’%‘;l,gl, \'Ir;“‘]‘?

92 tentang

Kendal serta Penataan Kecamatan dl Wl)ax ah Kotamad\a Daer.ah
Tingkat [1 Semarang dalam Wilayah Propinsi Dasrah Tin_ckat |
Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992
Nomor 89 ):

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1997 teatang Pajek
Daerah (Tambahan Lembaran Negara Repub!i's :r"o~ 3 ia Tahun’
1997 Nomor 54. Tambahan L emb«.r an Neg ore’ Renuhiill Indone-

sna Nomer. 3691 ):



Menetapkan :

1.

12.

13.

14,

15.

Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan
dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4022 );

Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik
Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk
Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemermtah dan
Rancangan Keputusan Presiden;

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 170 tahun 1997 tentang
Pedoman Tata Cara Pungutan Pajak Daerah;

Keputusan Menteri Dala

egen Nomor 173 tahun 1997 tentang
Cara Pemerlksaa e AN

Pa jak Daerah;

PERATUR TENTANG PAJAK
PARKIR
—
BABI
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

a. Daerah adalah Kota Semarang

b. Pe_merintah Daerah adalah Pemerintah Kota Semarang;
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Walikota adalah Walikota Semarang;

Pejabat yang ditunjuk adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang
perpajakan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan vang berlaku:

Parkir adalahmemangkalkan atau menempatkan ken daraan bermotor diluar badan
jalan baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan
sebagai usaha termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor dan
garasi kendaraan bermotor yang memungut bayaran ;

Pajak Parkir yang selanjutnya disebut Pajak adalah pajak yang dikenakan atas
penyelenggaraan tempat parkir diluar badan jalan oleh orang pribadi atau badan,

baik yang disediakan berkaltan d ehgan

kok usaha maupun yang disediakan
sebagai suatu usaha, termast 7 = pat penitipan kendaraan bermotor
dan garasi kendaraan ber stor

Penyelenggara par u--/tr ‘% ,M (? ?;L"n
tempat pa;k \ )
Badan adal unk o gE o \:!t an kesatuan baik
vang melak_. l?.l“. {i ) ' vang meliputi
Perseroan Tert 2= 1] nandites : A adan Usaha Milik
Negara atau b m - bentri—lapapun, Firma,Kongsi;
K danalg ' in, Organisasi M
0perasn ana 3 s b ayasan, Organisasi Masa,
i3 ‘hqwm’ iis. lembaga, Bentuk Usaha
Tetap, dan Bent'qlll *,;h o 2™ ;
Surat pemberitahii EJ ES E-ﬂl L A / ingkat SPTPD, adalah
vang oleh surat Wa {95eatak| ‘ e -r ;1 ol h ‘pajak untuk melaporkan
CABIIeN o, AUATE TR, SUSS |

penghitungan dan /% Jak dan / atau harta dan
Kewajiban menurut \Tente? ¢ -ur"m PerTaNESdan gan perpajakan daeral:

(&

Surat Setoran Pajak Daerah, vang selanjutnva disingkat SSPD. adalah surat vang
oleh Wajib Pajak digunakan untuk melakukan pembavaran atau penvetoran pajak
vang terutang ke Kas Daerah atau ke tempat pembavaran lain vang ditunjuk oleh
Walikota;

Surat Ketetapan Pajak Daerah, vang selanjutnya disingkat SKPD. adalah surat
Ketetapan pajak yang menentukan besarnva jumlah pokok pajak:

Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bavar, vang selanjutnva disingkat
SKPDKB, adalah surat ketetapan pajak vang menentukan besarnya jumlah pokok
pajak. jumlah kredit pajak. jumlah kekurangar pembayaran pokok pajak. besarnya
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sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar ;

. Surat Ketetapan Pajak Daerah kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya disingkat

SKPDKBT, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah
pajak vang ditetapkan,;
Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDLB,

adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebi han pembayaran pajak

karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pada pajak yang terutang atau
seharusnya tidak terutang ;

Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang selanjutnya disingk at SKPDN, adalah
ey . N

surat ketetapan pajak, yang menéntukan jumlah pokok sama besarnya dengan

jumlah kredit pajak, ataup ok teruts ang dan tidak ada kredit. pajak ;

Surat Tagihan PaJ - 1ok at STPD, adalah surat untuk
melakukan tagihan pe kS ainistrasi berupa bunga dan atau denda ;
Surat Pemb / 2 at SPSM adalah surat

| penyetoran pajak
atau bulanan;
| ari, mengumpulkan,

1ji kepatuhan pemenuhan
rangka melaksanakan

Pasal 2

Dengan nama Pajak Parkir dipungut Pajak atas setiap pembayaran

(D)

penyelenggaraan tempat parkir.

Pasal 3

Obyek Pajak adalah semua penyelenggaraan tempat parkir yang disediakan,
dimiliki dan atau dikelola oleh penyelenggara Parkir, dengan memungut bayaran
baik langsung ataupun tidak langsung.



(2) Obyek Pajak sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi :
a. Penyelenggaraan tempat park ir di luar badan jalan;
~ b. Tempat penitipan kendaraan bermotor;
c. Garasi kendaraan bermotor.
(3) Dikecualikan dari obyek pajak sebagaimana dimaksud ayat (2) :

a. Penyelenggaraan tempat parkir oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah -
tidak termasuk BUMN dan BUMD.

b. Penyelenggara tempat Parkir oleh Kedutaan, Konsulat, Perwakilan Negara

Asing, dan Perwalulan e mbaga-ien baga International dengan azas timbal
balik sebagaimana b Ak

s

(1).Subyek pz v.
penyelengg_
(2) Wajib Pa_]ak _ . a jan ye 5: akan tempat Parkir.

Dasar pengenaan pajak adalah jumlah pembayaran atau vang seharusnya dibayar untuk
menggunakan tempat parkir.

Pasal 6

Tarif Pajak ditetapkan sebesar 20% {(duna puluir persen) dari f‘w:?' ﬂenqeraan
sebagaimana dimaksud Pasal 5



7
BABIV

TATA CARA PEMUNGUTAN,WILAYAH PEMUNGUTAN
DAN PERHITUNGAN PAJAK

Pasal 7

Pemungutan pajak tidak dapat diborongkan.

Pasal 8

Pajak.

(2) Wajib Pajak m ,,;'h‘ SWa fiban pé ang dipungut dengan menggunakan
SKPD, atau dokui ; :
(3) Wajib Pa 1// 'ajiban pajak-sendirl deng pggunakan SPTPD,

SKPDKB ¢

..lr
UNISSULA

'Besarnya pokok Pajak Giigateru )"q""l Jnn'r‘:ﬂrlﬁ

sebagaimana dimaksud "-b-h---—-‘--.w----m -------------
dimaksud dalam pasal 5.

Pajak yang terutang d

ara mengalikan tarif pajak
enaan pajak sebagaimana

Pasal 11

(1) Penyelenggaraan Parkir pa jak yang memberikan tanda bukti parkir berupa karcxs
kepada setiap pengguna jasa parkir.
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(2) Pengadaan tanda bukti parkir sebagaim'ana dimasksud ayat (1) disediakan oleh
Pemerintah Daerah atau oleh penyelenggara.

(3) Tanda bukti parkir / karcis sebagaimana dimaksud ayat (1) harus mendapat
pengesahan dari Pemerintah Daerah berupa: porporasi.

(4) Tanda bukti parkir / karcis sebagaimana dimaksud ayat (1) dibuat 3 (tiga) kolom
terdiri atas:

a. Kolom I : untuk pengguna jasa parkir
b. Kolom II' : untuk Wajib Pajak_
‘¢. Kolom III : untuk V'/\‘w

(5) Bentuk, ukuran, warna dan pt “tanda bukti parkir / karcis diatur
oleh Walikota, 5 ‘

¥
\\ UNISSHBJULA

. ) Ay ”'!Iggﬂﬁ‘ 1 ws,

Pajak terutang dalam masa i e Ml“?’ %

o,

ran penyelenggaraan parkir.

BAB VI
SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH
DAN TATA CARA PENETAPAN PAJAK
Pasal {4

”~

o et T af. e amm i
{1} Setiap Wajib Pajak wajib mergis SPTH,
72y SPTPDcebaguimana dimnabgind wyni Tl o 8t deng oy fales bane <ow lapokap
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serta ditandatangani oleh Wajib Pajak atau Kuasanva.

(3) SPTPD sebagaimana dimaksud ayat (1) harus disampaikan kepada Walikot
selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari setelah berakhirnya masa pajak.
(4) Bentuk, isi dan tata cara pengisian SPTPD ditetapkan oleh Walikota.

. Pasal 15

(1) Berdasarkan SPTPD sebagaimana dimaksud Pasal 14 Walikota menetapkan pajai
terutang dengan menerbitk an SKPD.
(2) Apabila SKPD sebagaimana dimaksud-ay:
lewat waktu paling lama 30 )-hiari sejak SKPD diterima, dikenakar

f
(1) Wajib Paja war se PTPD seba A dimaksud pasal 14
digunakan untuk meaghituns, mempe : menetapkan pajak sendiri yang

(2) Dalam jangka wa
menerbitkan : |

a. SKPDKB; | “UHI*?‘-?P !‘A ;
b, SKPDKBT; |\ b oYl gRllelasla

c. SKPDN, NS
(3) SKPDKB sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf a diterbitkan :

a. Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain pajak yang terutang
tidak atau kurang bayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar
2% ( dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat
dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung
sejak saat terutangnya pajak.

b. Apabila SPTPD tidak disampaikan dalam jangka waktu yang ditentukan dan
telah ditegur secara tertulis, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar
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2% (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat
dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (duapuluh empat) bulan dihitung
sejak saat terutangnya pajak.

c. Apabila kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi, pajak yang terutang
dihitung secara jabatan, dan dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan
sebesar25% (duapuluh lima persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang

atau terlambat dibayar untuk jangk a waktu paling lama 24 (duapuluh empat)
bulan dihitung sejak saat terutangnnya pajak.

(4) SKPDKBT sebagaimana dimaksud ayat\(Z) huruf b diterbitkan apabila ditemukan
data baru atau data yang semula v"""‘ ngkap yang menyebabkan penambahan

TN

A mmlstras’ berupa kenaikan sebesar

(5) SKPDN sebagai

" ==
AN o Pasal ini diterbitkan apabila
jumlah pajak g ter s

Kredit pajak atau tidak

terutang da ‘w?
(6) Apabila kewk meinbay: ‘slam. SKPDKB  dan SKPDKBT
sebagaimana 4 g€ i »ayar dalam jangka

PD ditambah dengan

D Penambahan Juﬂ' ng ang set naksud avat (4) tidak

lum dilakukan tindakan
um'ssuuu |

pemeriksaan.

TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 17

(1) Pembayaran pajak dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk oleh |
Walikota sesuai waktu yang ditentukan dalam SPTPD, SKPD, SKPDKB,
SKPDKBT dan STPD.

(2) Apabila pembayaran pajak'dilakukan di tempat lain yang ditunjuk. hasil
penerimaan pajak harus disetor ke Kas Daerah selambat-lambatnya | x 24 jam
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atau dalam waktu yang ditentukan oleh Walikota.

3) Pembayaran pajak sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan
menggunakan SSPD.

Pasal 18

(1) Pembayaran pajak harus dilakukan sekaligus atau lunas.

(2) Walikota dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak untuk mengangsur
pajak terutang dalam kurun waktu tertentu, setelah memenuhi persyaratan yang
ditentukan,

(3) Angsuran pembayaran pa _] 56 S 2. dimaksud ayat (2), harus dilakukan
tut ak.an bunga sebesar 2 % (dua persen)

(1) Setiap pembayarah #Mylé ila U“l"‘“mlﬁ ;;l 17 diberikan tanda bukt:
pembayaran dan dic nt-daiam-puid pe /

(2) Bentuk, jenis, isi, ukuran buku penerimaan dan tanda bukti pembayaran pajak
sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan oleh Walikota.

BAB VIII
TATA CARA PENAGIHAN PAJAK

Pasal 20

(1) Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain vang sejenis sebagai awal
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tindakan pelaksanaan penagihan pajak dikeluarkan 7 ( tujuh ) hari sejak saat jatuh
tempo pembayaran,

(2) Dalam jangka waktu 7 (tu ju‘h) hari setelah tanggal Surat Teguran atau Surat

Peringatan atau surat lain yang sejenis, Wajib Pajak harus melunasi pajak yang
terutang,.

(3) Surat Teguran, surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud
ayat (1) dikeluarkan oleh Walikota.

Pasal 2]

(1) Apabila jumlah pajak yang : - Jar tidak dilunasi dalamjangka waktu
sebagaimana ditentukan C 1 at: 3 Surat Peringatan atau surat
lai jenis, j dengan Surat Paksa,

sesudah tanggal pemb Surat ﬂ‘-ﬁh"‘ I,a menerbitkan Surat
Perintah Melaksanaka_ GNISSULA '
., M*@mmmu
Setelah dilakukan ....._.,.-:—“""""* k-belum-juga melunasi utang pajaknya,

setelah lewat 10 (sepuluh) hari sejak tanggal pelaksanaan Surat Perintah Melaksanakan

Penyitaan, Walikota mengajukan permintaan penetapan tanggal pelelangan kepada
Kantor Lelang Negara.

Pasal 24

Setelah Kantor Lelang Negara menetapkan hari, tanggal, jam dan tempat .pe]aksanaan
lelang, Juru Sita memberitahukan dengan segera secara tertulis kepada Wajib Pajak.
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Pasal 25
Bentuk,jenis dan isi formulir yang dipergunakan untuk pelaksanaan penagihan pajal
daerah ditetapkan oleh Walikota.

BABIX

TATA CARA PENGURANGAN, KERINGANAN
DAN PEMBEBASAN PAJAK

Pasal 26

(1) Walikota berdasarkan permy ? -Pa jak dapat memberikan pengurangan
keringanan dan pembeba

(1) Walikota karena"g ﬁ’é{"’ - Najib Pajak dapat:

a. membetulkan' KPDKB atau SKPDKBT atau STPD yang dalan

penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung,dan/atau kekelirua
dalam penerapan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah;

b. membatalkan atau mengurangkan ketetapan pajak;

c. mengurangkan atau menghapuskan sanksi administrasi berupa bunga, dend:

dan kenaikan pajak yang terutang dalam hal tersebut dikenakan karena buka
kesalahan Wajib Pajak.

(2) Permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusa
atau pengurangan sanksi administrasi atas SKPD, SKPDKB, SKPDKBT dan

RN}



14

STPD sebagaimana dimak sud ayat (1) harus disampaikan secara tertulis oleh wajib
pajak kepada Walikota selambat-lambatnya 30 (tiga puluh ) hari sejak tanggal
diterima SKPD, SKPDKB, SKPDKBT atau STPD dengan memberikan alasan
yang jelas.

(3) Walikota paling lama 3 (tiga) bulan sejak surat permohonan sebagalmana dimak sud
ayat (2) diterima, sudah harus memberikan keputusan.

(4) Apabila setelah lewat waktu 3 (tiga) bulan sebagaimana di maksud ayat (3) Walikota
tidak memberikan keputusan permohonan pembetulan, pembatalan,’
pengurangan,ketetapan dan penghapusan sanksi administrasi dianggap dikabulkan.

(1) Pajak vang tel: :
diperiksa oleh emeriks3 'i‘ B 5r1ta Acara untuk
dipergunak an sebagaid arhi KPDT BT, SKPDLB.

(2) Tim Pemenksa

(3) Tim Penieriksa ¢

ey 2 '~.—. oy e A e g
xc:p:z KN pPEnndy

punyai tugas menguji

(1Y Vintuk l\e""(“"z* } ,r\d m e perlihatk an,
memiijankan | umx ’imalan uncuk memaseki
ruangan / tempat yansg kcterangan vang dapat
dipertanzgunginvabk an.

(3} Welikotz dzpet memerintahkan kepada Pejabat vang dit Wk uniui imeizkukan

perinaaLuan pads oavek pejek veng berergkuten dalam hel

- ".-'-".-, . 1. o - .o O TR T AP OOR . | L™
PP o;:'.." i :..\4\ t:L’}Lt 'U\an l\b)"l ataén aviu .\Et;:'ﬁ;_.cl:&:. (AN !11:.33}? '.\E\U:.‘.

SKPDKB.den SKPDKBT :
b. Untuk mendapatkan data’vang obyektif dilapangan :

i Hasilpenuneguan sebagaimaa 2vat (3) digunakan sebag.zi Gasar untik meneiapk an

eyoy el
e,



15
BAB XII
KEBERATAN DAN BANDING

Pasal 29

(1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan kepada Walikota atas
a. SKPD;
b. SKPDKB;
c. SKPDKBT;
d. SKPDLB:

e. SKPDN.

(2) Permohonan kel disampaikan secara
tertulis paling ‘ 3 - SKPDLE. dan
SKPDN diteriir ajib Pz . L apat menun juik an
bah'wa jangka ¥ ar k el<uasaanny 2

f

(3) Walikota dalam jg : 3 1 sejak tanggal surat

permohonan ke AL § amar 12Ks crima sudzh harus

memberik an kepu

(4) Apabila setelah lew

Walikotz tidak mem

dikabulkan. ERLlelznala
(5) Pengajuan keberatan 's cbagaimana dimaksud ayat (1) tidak menunda kewajiban
membayar pajak.

||I . o~
1 ana dimak sud ayat (3)
an K eberatan dianggan

Pasal 36

(1) Wajib Pajak dapat nuenga jukan banding k epada Badan Penye._lesaian Seag’kae Pejak
dalam jangka waktu 3(tiga) bulan setelak ditzrimanya k eputusas; ke beratas.

(2) Pengajuan banding sebagaimana dim ak sud avat (1) tidak kewaiiban membayar
pajak.
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Pasal 31
Apabila pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud Pasal 29 atau banding sebaimana
dimaksud Pasal 30 dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran pajak
dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% ( dua persen) sebulan untuk
paling lama 24 ( dua puluh empat ) bulan.
BAB XIII

TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN

(2) Walikota dalam paling lam : j bulan sejak diterimanya
permohonan pengembalian kelebihan pemba yaran sebagaimana dimaksud ayat (1)
sudah harus memberikan keputusan, .

N w'-“ﬂ‘@#b“ﬂl-mle

memberikan keputusan, maka pexmononan pengembalian keleblhan pemba\aran

pajak dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan dalam waktu paling
lama 1 (satu) bulan.

(4) Apabila Wajib Pajak mempunyai utang Pajak lainnya, k elebitian pembayaran pajak
sebagaimana dimaksud ayat (2) lang sung diperhitungkan vn tuk m.elunasi terlebih
dahulu utang pajak dimaksud.

(5) Pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan dalam wakiv paling iama 2
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(3) Pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan dalam waktu paling lama 2
(dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB, dengan menerbitkan Surat Perintah
Membayar Kelebihan Pajak.

(6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran Pajak dilakukan setelah lewat waktu
2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB, Wali kota memberikan imbalan bunga
2% ( dua persen ) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pajak.

Pasal 33
Apabila kelebihan pajak dlperhntun engan utang pajak lainnya , sebagaimana
dlmal-.sud Pasal 32 ayat 4) pe dilakukan dengan cara pemindah bukuan

(1) Hak untuk melarukag otha 2k ko jalsa se lah melampaui jangka
waktu 5 (hma) e k, kecuali apabila wajib
pajak melakuka, - .'

~ (2) Kadaluwarsa pe '. - i aksud yat (1) tertangguh apabila

a. diterbitkan S
b. Ada pengakuan utang pajak dari wa jib baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XV
PENYIDIKAN

Pasal 35

(1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi
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wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidik an tindak pidana
dibidang perpajakan daerah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang
Hukum Acarz Pidana yang berlaku.

(2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah :

a.

Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan
berkenaan dengan tindak Pidana dibidang perpajakan daerah agar
keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;

Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi
atau badan tentang kebenaran rbuat_an yang dilakukan sehubungan

daerah; T

Memanggil orang untuk didengar keterangannva dan diperiksa sebagai
tersangka atau saksi;

Menghentikan penyidikan;

Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak

pidana dibidang perpajakan daerah menurut hukum vang
bertanggung jawab.

(3) Penvidik sebagaimana dimaksud avat (1) membeéritahukan dimulainya
penvidikannya dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum
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melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan
ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB XVI

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 36 .

melalaikan kewa Jlbandan/ 3 lan berturut-turut tldak membayar
pajak atau,

dengan sengaja mei tanda bukti yang sah
atau memun

tidak melayar , 1 yang sah menolak
untuk diada ndakar nopuan, pemeriksaai dan melawan petugas

pemeriksaan ya
yang ditunjuk.

(1) Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi
dengan tidak benar atau dengan tidak lengkap atau melampirkan keterangan tidak
benar sehingga merugikan keuangan daerah dapat di pidana dengan pidana

kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan/atau denda paling banyal\ 2 (dua) kali
jumlah pajak yang terutang,
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(2) Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan
tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar
sehingga merugikan keuangan daerah dapat dipidana dengan pidana penjara paling
lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak
yang terutang.

(3) Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak menggunakan tanda bukti parkir / karcis
atau menggunakan tanda bukti parkir / karcis yang tidak diporporasi sehingga
mcrugikan keuangan daerah dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 2
( dua ) tahun dan atau denda 4 ( empat ) kali jumlah pajak yang terutang.

Tindak pidana se S galmane : -
waktu 10 (sep) 1 Sejak saat terutangr ‘ ikhirnya Masa Pajak

¥
“UNlS'EJULﬂ

Pelaksanaan Peratura
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Pasal 40

Peraturan Daerah ini mulai berlaku mulai tanggal diundangkan.
Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangar
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Semarang

Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal 31 Juli 2001

WALIKOTA SEMARANG

ttd

UAWI SUTARIP

¥
UNISSULA

ttd

" SOEKAMTO

LEMBARAN DAERAH KOTA SEMARANG TAHUN 2001
NOMOR 67 SERI D NOMOR 67



| PEMERINTAH KOTA SEMARANG
DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

JI. Pemuda No. 148 Telp. 3513366, 3515871 Psw. 1250 s/d 1254- 1350 s/d 1352
¢

'y SEMARANG Kode Pos 50132

BYwE

e P

L

Perc. Kota Smp.

. SURAT KETERANGAN
NOMOR : 070/ o]

Yang bertanda tangan di bawah ini

NAMA . Drs. SLAM T SANYOTO
NIP 34

JABATAN

NAMA
NPM .
FAK /JUR

Telah melaksanakan / L“w
pada Kantor Dinas Fée
Januari s/d 6 Pebruari 20

K UM TERHADAP
PELAKSANAAN PEM! ‘

ARANG*

Demikian ag

-
Semarang,

An. KEPALA DINAS PENGELOLAAN
KEUANGAN DAERAH
KOTA SEMARANG

———R3.Sub Bag Umum
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